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Abstrak
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjut disebut UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sentrum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 secara ekspresif menegaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 UUD 1945 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang dan Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan sejauh ini telah sesuai dengan regulasi dalam pembentukannya. Metode penelitian yuridis empiris (Empirical Legal Research/Empirisch Juridisch Onderzoek). Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penelitian pustaka. Berdasarkan spektrum argumentasi yang telah diuraikan bahwa Provinsi Papua Selatan memiliki kekhususan dalam menata dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah karena Provinsi Papua Selatan diberi otonomi khusus oleh negara sehingga dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah tidak hanya didasari pada peraturan perundangan-undangan yang bersifat nasional tetapi juga yang bersifat kompartemen.
Kata kunci: Pemerintah, Perangkat Daerah, Tata Kelola.
Abstract
The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, referred to as the 1945 Constitution, is the highest law and the center for the administration of the Indonesian state. The 1945 Constitution expressively affirms in Article 1 Paragraph 1 that the Indonesian state is a unitary state in the form of a Republic. Article 18 of the 1945 Constitution Paragraphs 1 and 2 explain that the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into Provinces. The Provinces are divided into Regencies and Municipalities, each of which has a Regional Government, which is regulated by Law; the Regional Government of Provinces, Regencies, and Municipalities regulate and manage their government affairs according to the principle of autonomy and assistance duties. The purpose of this study is to determine the governance of the Regional Apparatus of South Papua Province based on Law Number 14 of 2022 concerning the Establishment of South Papua Province so far by the regulations in its formation. This research used empirical juridical research methods (Empirical Legal Research / empirical juridisch onderzoek). Based on the spectrum of arguments that have been described that South Papua Province has a specialty in organizing and managing government affairs that become regional authorities because South Papua Province is given special autonomy by the state so that in carrying out regional government affairs, it is based on not only national laws and regulations but also compartments.
Keywords: Governance, Local Government, Regional Devices.
Pendahuluan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dan sentrum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. UUD 1945 secara ekspresif menegaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Negara kesatuan yang dimaksud adalah negara yang hanya memiliki satu negara (unitary state) dan tidak ada negara di dalam negara seperti negara federal (united state).[footnoteRef:1] [1:  Moh. Kusnardi dan Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ketujuh, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 2021, hal. 249.] 

 Karena kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dengan kemajemukannya sehingga mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan apabila seluruh urusan pemerintahan tersentral pada Pemerintah Pusat. Agar dapat mengejawantahkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan maka perlu dibentuk suatu Pemerintahan Daerah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat di dalam daerah itu sendiri.[footnoteRef:2] [2:  Ibid. hal. 250.] 

Pasal 18 UUD 1945 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa[footnoteRef:3] “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang dan Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Berkenaan dengan penjelasan Pasal 1 dan 2 UUD 1945 tersebut dapat diartikan bahwa secara domestik daerah diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. [3:  Jaya Sinaga, dkk, “Pengangkatan ‘Anak Adat’ Dalam Suku Malind Di Kabupaten Merauke”, Jurnal Restirative Justice, Fakultas Hukum Universitas Musmus, Vol. 5 No. 1, 2021.] 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 mengartikan asas otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah, dan pada Ayat 11 mengartikan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 
Pada prinsipnya otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 serta perwujudan nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Sedangkan di dalam konsiderans UU No. 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berlandaskan konstitusi dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam konteks pemerataan penyelenggaraan pemerintahan guna merealisasikan cita-cita dan tujuan negara, Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut UU No. 14 tahun 2022. 
Secara historis, UU No. 14 tahun 2022 dilatarbelakangi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 76 Ayat 2 yang berbunyi:
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah Provinsi dan Kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua.
Provinsi Papua Selatan adalah daerah yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki cakupan wilayah dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.[footnoteRef:4] Provinsi Papua Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Pegunungan Bintang di sebelah utara, berbatasan dengan Negara Papua Nugini di sebelah timur, berbatasan dengan laut Arafura di sebelah Selatan, serta berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Aru disebelah barat.[footnoteRef:5] [4:  Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.]  [5:  Ibid. Pasal 4.] 

Dapat dikatakan bahwa Provinsi Papua Selatan masih tergolong daerah otonomi baru yang disahkan oleh Presiden dan DPR pada tanggal 30 juni tahun 2022. Karena tergolong Provinsi yang baru, Kepala Daerah atau Gubernur dan Wakil Gubernur belum dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pasal 8 UU No. 14 tahun 2022 menyebutkan “peresmian Provinsi Papua Selatan dan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”[footnoteRef:6]  Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa sebelum pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur definitif, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden melantik Penjabat Sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan. [6:  Ibid. Pasal 8.] 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penjabat Sementara Gubernur Provinsi Papua Selatan memiliki kewajiban membentuk perangkat daerah dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan Majelis Rakyat Papua Selatan, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPR Papua Selatan pertama kali serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur di dalam Pasal 9 Ayat 5 UU No. 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Kemudian secara ekspresif ditegaskan kembali di dalam Pasal 11 Ayat 1 bahwa “penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR Papua Selatan, Sekretariat MRP Provinsi Papua Selatan, Dinas Daerah, Badan Daerah serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Saat ini Provinsi Papua Selatan memiliki 22 perangkat daerah. Perangkat daerah Provinsi Papua Selatan antara lain:[footnoteRef:7] [7:  Yoseph B Gebze, Wawancara dengan Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Selatan, Kantor Pj. Gubernur, Merauke, 10 Januari 2023.] 

1. Dinas 
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B.
b. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Tipe B.
c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A.
d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B.
e. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A.
f. Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tipe B.
g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (setara Tipe C).
h. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B.
i. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B.
j. Dinas Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian Tipe B.
k. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A.
l. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Tipe A.
m. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Tipe A.
n. Dinas Perhubungan Tipe B.
2. Pendukung
a. Sekretariat Daerah Tipe B.
b. Sekretariat DPRD Tipe C.
3. Penunjang
a. Badan Keuangan Daerah Tipe A.
b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A.
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A.
4. Pengawas
a. Inspektorat Daerah Tipe B
5. Unsur Pemerintahan Umum
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tipe C/sebutan lain.
6. Unsur Kekhususan
a. Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) setara Tipe C.
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Urgensi pembentukan perangkat daerah diatas adalah pertama, rentang kendali pemerintahan semakin dekat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentunya ada urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya perangkat daerah sebagai pembantu Gubernur dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 
2

Permasalahan 
Bagaimana tata kelola Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris (Empirical Legal Research/empirisch  juridisch onderzoek). Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang dapat memberikan pemahaman mengenai hukum dan penerapannya di dalam masyarakat (law in action).[footnoteRef:8] [8:  Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hal. 174.] 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan atau data yang bersumber dari hasil wawancara terhadap informan yang berada di lokasi penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer dari penelitian ini diantaranya buku, jurnal, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan oleh penulis melalui tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Penelitian pustaka (library research) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas seperti Peraturan Perundang-undangan dan literatur hukum seperti buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan data primer maupun data sekunder.
Pembahasan 
Tata Kelola Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
Tata kelola perangkat daerah sejatinya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan perangkat daerah memiliki desain yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dari proses pembentukan, tugas dan fungsi, hingga susunan di dalamnya. Pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini ditegaskan di dalam PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Pembagian urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah tersebut diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni:
1. Urusan pemerintahan absolut
Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan tersebut meliputi urusan:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional;
f. agama.
Dalam melaksanakan urusan pemerintahan ini, pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
a. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi:
1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
2) Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian dalam menyelenggarakan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat, atau dengan cara melimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, dan juga dapat dilakukan dengan cara menugasi daerah dengan asas tugas pembantuan.
b. Urusan pemerintahan konkuren yang kewenangan daerah dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
1) Urusan pemerintahan wajib.
Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 
a) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
i. Pendidikan 
ii. Kesehatan
iii. Pekerjaan umum dan penataan ruang 
iv. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
v. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
vi. Sosial.
b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
i. Tenaga kerja
ii. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
iii. Pangan
iv. Pertanahan
v. lingkungan hidup
vi. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
vii. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
viii. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
ix. Perhubungan
x. Komunikasi dan informatika
xi. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
xii. Penanaman modal
xiii. Kepemudaan dan olahraga
xiv. Statistik
xv. Persandian
xvi. Kebudayaan
xvii. Perpustakaan
xviii. Kearsipan
2) Urusan pemerintahan pilihan.
a) Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
i. Kelautan dan perikanan
ii. Pariwisata
iii. Pertanian
iv. Kehutanan
v. Energi dan sumber daya mineral
vi. Perdagangan
vii. Perindustrian
viii. Transmigrasi
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi:
a) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
b) Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota
c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota
d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, atau dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, dan juga dengan cara menugasi Desa.
3. Urusan Pemerintahan Umum
Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan ini meliputi:
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
Dari berbagai urusan pemerintahan diatas, Provinsi Papua Selatan memiliki kekhususan dalam menata dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah karena Provinsi Papua Selatan diberi otonomi khusus oleh negara sehingga dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah tidak hanya didasari pada peraturan perundangan-undangan yang bersifat nasional namun juga yang bersifat kompartemen.
Pasal 11 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan dibentuk perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPR Papua Selatan (DPRPS), Sekretariat MRP Provinsi Papua Selatan (MRPS), Dinas Daerah, Badan Daerah, serta perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kekhususan, kebutuhan, dan keuangan daerah.
Dalam implementasi Pasal 11 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2022 Provinsi Papua Selatan telah memiliki 22 perangkat daerah yang terdiri atas:
a. Sekretariat Daerah Tipe B.
b. Sekretariat DPRD Tipe C.
c. Inspektorat Daerah Tipe B
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B.
e. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Tipe B.
f. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A.
g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B.
h. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A.
i. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.  
j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (setara Tipe C).
k. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe B.
l. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B.
m. Dinas Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian Tipe B.
n. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A.
o. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Tipe A.
p. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Tipe A.
q. Dinas Perhubungan Tipe B.
r. Badan Keuangan Daerah Tipe A.
s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A.
t. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A.
u. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tipe C.
v. Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) setara Tipe C.
Secara struktural perangkat daerah diatur berdasarkan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 yakni:
a. Sekretariat Daerah tipe B dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 3 asisten, 2 biro, 3 bagian, dan 3 subbagian. 
b. Sekretariat DPRD tipe C dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan terdiri dari 3 bagian dan 2 subbagian. 
c. Inspektorat Daerah Tipe B dipimpin oleh Inspektur dan terdiri dari 1 sekretariat dan 3 Inspektur pembantu kemudian sekretariat terdiri dari 2 subbagian. 
d. Dinas Daerah Provinsi tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, kemudian sekretariat terdiri dari 3 subbagian, dan bidang terdiri dari 3 seksi. Dinas Daerah Provinsi tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang, kemudian sekretariat terdiri dari 2 subbagian, dan bidang terdiri dari 3 seksi. Dan Dinas Daerah Provinsi tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang, kemudian sekretariat terdiri dari 2 subbagian dan bidang terdiri dari 3 seksi.
e. Badan Daerah Provinsi tipe A dipimpin oleh Kepala Badan Daerah dan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, kemudian sekretariat terdiri  dari 3 subbagian, dan bidang terdiri dari 3 subbidang sedangkan Badan Daerah Provinsi tipe C terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang, kemudian sekretariat terdiri dari 2 subbagian, dan bidang terdiri dari 3 subbidang.
Selain itu jabatan perangkat daerah provinsi ditentukan berdasarkan tingkatan jabatan struktural dalam pemerintahan. Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan tinggi madya atau eselon Ib, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi merupakan jabatan tinggi pratama atau eselon IIa, Kepala Biro Sekretariat Provinsi merupakan jabatan tinggi pratama atau eselon IIb, Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau eselon IIIa, dan kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa.
	Susunan Sekretariat Daerah
	Jabatan

	Sekretaris Daerah
	Jabatan tinggi madya (eselon Ib)

	Asisten Sekretaris
	Jabatan tinggi pratama (eselon IIa)

	Kepala Biro
	Jabatan tinggi pratama (eselon IIb)

	Kepala Bagian
	Jabatan administrator (eselon IIIa)

	Kepala Subbagian
	Jabatan pengawas (eselon IVa)


Tabel. 1. Jabatan Sekretariat Daerah
Sumber: PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Sekretaris DPRD merupakan jabatan tinggi pratama atau eselon IIa, Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau eselon IIIa, Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.
Tabel. 2. Jabatan Sekretariat DPRD
	Susunan Sekretariat DPRD
	Jabatan

	Sekretaris DPRD
	Jabatan tinggi pratama (eselon IIa)

	Kepala Bagian
	Jabatan administrator (eselon IIIa)

	Kepala Subbagian
	jabatan pengawas (eselon IVb)


Sumber: PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Inspektur Daerah Provinsi merupakan jabatan tinggi pratama atau eselon IIa, Sekretaris Inspektorat Provinsi dan Inspektur pembantu merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIa, sedangkan Kepala subbagian pada Inspektorat Provinsi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IVa.
[bookmark: _41mghml]Tabel 3. Jabatan Inspektorat Daerah Provinsi
	Susunan Inspektorat Daerah Provinsi
	Jabatan

	Inspektur Daerah
	Jabatan tinggi pratama (eselon IIa)

	Sekretaris Inspektorat
	Jabatan administrator (eselon IIIa)

	Inspektur pembantu
	Jabatan administrator (eselon IIIa)

	Kepala subbagian
	jabatan pengawas (eselon IVa)


Sumber: PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Kepala Dinas Daerah Provinsi merupakan jabatan tinggi pratama atau jabatan eselon IIa, Sekretaris Dinas Daerah Provinsi dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon IIIa, sedangkan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IVa. 
[bookmark: _2grqrue]Tabel. 4. Jabatan Dinas Daerah Provinsi
	Susunan Dinas Daerah Provinsi
	Jabatan

	Kepala Dinas Daerah 
	Jabatan tinggi pratama (eselon IIa)

	Sekretaris Dinas Daerah 
	Jabatan administrator  (eselon IIIa)

	Kepala Bidang
	Jabatan administrator (eselon IIIa)

	Kepala Subbagian
	Jabatan pengawas (eselon IVa)

	Kepala Seksi
	Jabatan pengawas eselon IVa)


Sumber: Sumber: PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Kemudian Kepala Badan Daerah Provinsi merupakan jabatan tinggi Pratama atau eselon IIa, Sekretaris Badan Daerah Provinsi dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon IIIa, sedangkan Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa.
[bookmark: _vx1227]Tabel. 5. Jabatan Badan Daerah Provinsi
	Susunan Badan Daerah Provinsi
	Jabatan

	Kepala Badan Daerah 
	Jabatan tinggi Pratama (eselon IIa)

	Sekretaris Badan Daerah 
	jabatan administrator ( eselon IIIa)

	Kepala Bidang
	Jabatan administrator ( eselon IIIa)

	Kepala Subbagian
	Jabatan pengawas (eselon IVa)

	Kepala Subbidang
	Jabatan pengawas (eselon IVa)


 Sumber: Sumber: PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Yoseph B Gebze (Plt Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Selatan) menyatakan bahwa penataan dan pengelolaan perangkat daerah Provinsi Papua Selatan dalam penerapan regulasi berbeda dengan daerah-daerah lain karena masih ada eselon IV dalam struktur perangkat daerah. Sedangkan jika kita mengikuti dinamika birokrasi yang ada hilangnya eselon IV akan memangkas struktur birokrasi yang panjang dan lebih menunjukan tugas/fungsi dari perangkat daerah itu sendiri.[footnoteRef:9] [9:  Yoseph B Gebze, Wawancara dengan Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Selatan, Kantor Pj. Gubernur,  Merauke, 11 April 2023.] 

 Perangkat daerah Provinsi Papua Selatan tidak hanya didasari dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah tetapi juga didasari dengan PP No. 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (PP No. 106 Tahun 2021).[footnoteRef:10]  [10: Ibid.] 

Di dalam Pasal 27 PP No. 106 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “dalam melaksanakan kebijakan otonomi khusus, Pemerintah Provinsi Papua memiliki kekhususan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berpedoman pada norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan manajemen ASN.” Kemudian jika penetapan kebijakan kepegawaian provinsi tidak dapat memenuhi norma, standar, dan prosedur penyelenggaraan manajemen ASN Pemerintah Papua dapat menetapkan kebijakan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah yang diatur dengan peraturan daerah provinsi (Perdasi). Oleh karena itu di Provinsi Papua Selatan masih menggunakan eselon IV dalam struktur perangkat daerah namun sampai saat ini Provinsi Papua khususnya Provinsi Papua Selatan belum memiliki Perdasi yang mengatur mengenai manajemen  kepegawaian. 
Pasal 24 PP No. 106 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua memiliki kekhususan dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah dan juga organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka otonomi khusus oleh sebab itu perlu adanya masterplan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan terkait manajemen ASN dan struktur kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua Selatan.
Kesimpulan 
Provinsi Papua Selatan memiliki kekhususan dalam menata dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah karena Provinsi Papua Selatan diberi otonomi khusus oleh negara sehingga dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah tidak hanya didasari pada peraturan perundangan-undangan yang bersifat nasional tetapi juga yang bersifat kompartemen. Oleh karena itu Tata kelola perangkat daerah Provinsi Papua Selatan didasari dengan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan. Namun, Pasal ini membuka ruang terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai perangkat daerah sehingga pada praktiknya perangkat daerah Provinsi Papua Selatan juga didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 
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